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ABSTRAK
Ariandi, Fajri 2012. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku usaha Jasa Parkir Terhadap Resiko Kehilangan Dari Konsumen Parkir Dalam Kaitan Perlindungan Konsumen (Studi  Pelaksanaan Parkir Di Plasa Simpang Lima Dan Pusat Pertokoan Simpang Lima).Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Ubaidillah Kamal S.Pd, M.H, Pembimbing II Tri Sulistiyono S.H, M.H. Halaman 136
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Perlindungan Konsumen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap orang pada hakikatnya adalah konsumen. Hak konsumen untuk dilindungi adalah hak asasi. Undang-undang Perlindungan konsumen menjamin hak-hak konsumen baik mengkonsumsi barang maupun jasa. Parkir ini tercipta pada saat orang yang ingin memarkirkan kendaraan sepakat dengan petugas parkir sebagai perwakilan pengelola parkir untuk memarkirkan kendaraan. Kesepakatan untuk memarkirkan kendaraan itu dibuktikan dengan karcis parkir. 

Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha penyedia jasa parkir dengan konsumen parkir dan Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian konsumen dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis (socio legal research) dengan teknik komparasi antara dua lokasi parkir. Responden adalah pihak parkir Plasa Simpang Lima,  pimpinan parkir Pusat Pertokoan Simpang Lima, konsumen parkir, Kepala Sekretariat BPSK Semarang dan Direktur LPPK Semarang.

Hasil Penelitian yang diperoleh, Pengelola parkir menganggap bahwa hubungan antara konsumen parkir sepeda motor dengan pengelola parkir adalah sewa lahan. Pengelola parkir hanya mau mengganti kerugian jika terjadi kehilangan sepeda motor maksimal sebesar Rp. 7.000.000,-.


Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen parkir adalah penitipan barang, bukan sewa lahan. (2) Tanggung jawab pengelola parkir menganut prinsip pertanggungjawaban terbatas. (3) Barang-barang dalam kendaraan tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir, tidak termasuk dalam kesepakatan untuk menjaga isi dalam kendaraan. Saran untuk Pengelola parkir agar tidak lagi mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkir maupun di lokasi parkir. pengelola parkir agar bertanggung jawab sesuai kerugian kehilangan sepeda motor konsumen parkir bukan membatasi dengan nominal tertentu. Saran konsumen parkir agar teliti dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berani melaporkan kepada BPSK maupun LPPK jika terjadi sengketa dengan pengelola parkir.


































































































































